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WALIKOTA PADANG PANJANC
PROVINS]T SUMATERA DARA

PERATURAN DAERAN KOTA PADANG PAHJANCG
NOMOR 1L TAHUN 2010
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bherkewajiban untuk memberikan
perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status
hukum setiap peristiwva kependudukan dan peristiwa penting
penduduk Kota Padang Panjang;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data
kependudukan di Kota Padang Panjang diperlukan pengelolaan
yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi,
dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab;

c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu
Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, maka
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu
ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undbnng Undnng Nomor 8 Talian 1956 tentang Pembentulan
Daerah Otonom Kotn Kecll dalorn Linghangan Daerah Propinal
Sumaten Tengah (Lembaran Negaen Repubilile Indonesin Tahun
1956 Nomor 19 Tambahan  Lembaran Negarn Republik
Indonesin Nomor 962,

Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 20006 tentang Adiministrasl
Kependudukan (Lembaran Negarn: Republik Indonesin Nomor
4674) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20].4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Terakhir Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 257);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tcrlmmg
Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 201(3 tentang
Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017
tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan_Kutlpan Akta
Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1764);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ser?a Tugas Pokok
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualltasf. Layanan
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 498),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan :

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil Kota Padang Panjang yang

bertanggungjawab  dan  berwenang  melaksanakan

pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

6. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS

adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa

Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana

yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

—
.

o

Scanned by CamScanner



B.

9.

11,

12.

13.

14.

15

16.

LT,

18.

19.

20.

21

22

d

Kecamatan adalnh wilayah kerjn Camnt sebagai Perangkat
Daernh,

Camat ndalnh Kepnln Keeamatan di lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang.

Kelurahan adalah wilayah kerjn Lurah sebagai Perangkat
Daerah.

. Lurah adalah Kepaln Kelurahan di lingkungan Pemerintah

Kota Padang Panjang,

Administrasi Kependudukan adalabh rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang bertempat tinggal di Daerah.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
WNI.

Orang Asing adalah orang bukan WNIL

. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan Instansi Pelaksana vang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik,
terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi
data.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian vang di alami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda  Penduduk dan/atau surat  keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat,  serta status tinggal terbatas menjadi tinggal
tetap.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya
disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

.Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang

menunjukan identitas diri penduduk secara tepat dan
akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen
kependudukan sebagai milik orang tersebut.
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Rekaman elektronik ndalah alat penyimpan data elektronik
penduduk yang dapnt dibaca secara elektronik dengan alat
pembaca dan sebagni pengaman data kependudukan.

Kartu Kelunrpgn selanjutnya disingkat dengan KK adalah
knrtu identitas kelunrgn yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
angpeotn kelunrpn,

Buku  Harinn  Peristiwa Kependudukan  dan  Peristiwa
Penting selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang
digunakan untuk meneatat kegiatan harian di Kelurahan,
Kecamatan  atau  Kota  berkaitan  dengan  pelayanan
terhadap pelaporan  peristiwa  penting  dan  peristiwa
kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan  Sipil
pada Instansi Pelaksana.

Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan
yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat
tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat
lama ke tempat yang baru.

. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat bukti diri

yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun
WNA yang berasal dari luar dan berada di Wilayah Kota
Padang Panjang, sedangkan yang bersangkutan telah
bermaksud menjadi penduduk sementara maupun
penduduk WNA di Wilayah Kota Padang Panjang.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan
lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak
dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh
Instansi Pelaksana.

Akta Kelahiran Dispensasi yaitu akta kelahiran yang
diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri.
Yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta
kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan
belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31
Desember 1985,

Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta
Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang
bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan
nama.

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta
Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta
yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musah setelah
diterbitkan dengan surat keterangan dari pihak yang
berwajib.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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SO Tein Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada

Orvang Asing untule tinggpnl menetap  diwilayah Negarn
Kesatunn Republik Indonesin sesuni dengan ketentuan
pernturan perundnng-undangan.

SSistem Informant  Administrani - Kependudukan,  yang

selanjutnya disingknt SIAK, adalah sistem informas yang,

memanfoatkan teknologi informasi dnn komunikasi untuk
memfasilitnsi pengelolaan informasi  administrasi
kependudukan — ditingkat  Penyelenggara  dan  Instansi

Pelaksana sebagai satu kesatunn,

37. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat
KUA  Kee, adalah satuan kerjn yang melaksanakan
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat
kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam,

38. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013.

39.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau
sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk
oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk
memelihara dan melestarikan nilai-nilai  kehidupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan
dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan
kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan di kelurahan.

40. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada
Petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi
pelaksana untuk  dapat mengakses database
kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

41. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah
identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia

kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana.

R

-

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 2

Setiap penduduk Daerah mempunyai hak untuk memperoleh :

a.
b.

dokumen kependudukan;

pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil,

c. perlindungan atas Data Pribadi;
d.
£,

kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya; dan

ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta
penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
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Baginn Kedun
Kewnjiban

Piannl 3

Setinp - penduduk — Daerah wajib - melaporkan  peristiwa
kependudukan dan periativa penting yang, dinlaminyn kepada
Instansi  Pelaksann  dengan  memenuhi persyaratan  yang
diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB 111
PELAKSANA KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan
kewenangan meliputi;

a. koordinasi  penyelenggaraan  urusan  Administrasi
Kependudukan;

b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota;

C. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan
Administrasi Kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan;

f. penyajian Data Kependudukan berskala kota yang berasal
dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementerian; dan

g koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan
Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 5

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi

Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat
Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional
kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. mencetak, menerbitkan, dan  mendistribusikan
Dokumen Kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil,

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi
yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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(2) Kewajiban aebagaimana dimakeand pada ayat (1) huruf a
untuke peneatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
Penduduke yvang beragama Talam padn tingkat kecamatan
dilakukan oleh pegawnd pencatat pada KUAKec,

() Kewanjiban sebagaimana dimnlestd pada ayat (1) untuk
persyaratan dan tata cara Peneatatan Peristiwa Penting bagi
Penduduk yang agamanya belum dinkui sebagai agama
menurat - peraturan - perundang-undangan  atau bagi

penghayat — kepercayaan berpedoman  pada peraturan
perundang-undangnn,

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban schagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk
melakukan tindakan dalam rangka:

a.  memperoleh keterangan dan data yang benar tentang
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dilaporkan penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami
penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

c. memberikan  keterangan atas laporan  Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan
penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga
peradilan; dan

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk
kepentingan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

(1) PPS adalah Kepala Instansi Pelaksana.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPS
karena jabatannya.

(3) Selain PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diangkat dari PNS lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
berkedudukan pada Instansi Pelaksana.

(2) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan
sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

Pasal 9
(1) Persyaratan PPS karena jabatannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Persyaratan pengangkatan PPS sebagaimana dimaksud
dalam Paanl 7 ayat (3), bagi PNS lainnya yaitu;

acsuratl keternnpan sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hanil  pemerikannn  kesehatan  dari Rumah  Sakit
Pemerintah /Pemerintah Daerah;

b. pendidikan minimal sckolah lanjutan tingkat atas atau
yang sedernjnt dan diutnmakan D-1V (Diploma Empat)
Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;

c. pangkat/golongan paling rendah penata muda/Illa; dan

d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bukan
berpendidikan D-1V (Diploma Empat) pencatatan sipil
harus memiliki bukti keikutsertaan dalam:

1) pendidikan dan pelatihan pencatatan sipil; dan/atau
2) bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil.

Pasal 10

PNS pada Instansi Pelaksana yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh Walikota
menjadi PPS berdasarkan usulan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 11

(1) Pengangkatan PNS menjadi PPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
melaksanakan tugas diambil sumpah jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai
kewenangan:

melakukan verifikasi kebenaran data;

melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

opooTw

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 PPS mempunyai tugas pokok:

a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan
dokumen yang dipersyaratkan;

b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang
dipersyaratkan;

c. melakukan pencatatan atas peristiwva penting yang
dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan
Sipil;

d. mgnandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil; dan

e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta
Pencatatan Sipil.
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(2) Helain tugan sebagnimana dimakaud pada ayat (1) PPS
mempunyal - tugas membuat dan menandatangani  surat
keterangan penentatan aipll.

(3) Dalam melaksannkan tugan pokok sebagaimana dimaksud

padacayat (1) dan ayat (2), P18 bettanggungiawab kepada
Walikota.

Paunl 14

(1) Pemberhentian PPS karenn:
Ao mencapai batas usin pensiun PNS;
b, meninggal dunia;
¢. permintaan sendiri; dan/atau
d. diberhentikan.

(2) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberhentikan karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
dan/atau
c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) PPS pada Instansi Pelaksana diberhentikan oleh Walikota
berdasarkan usulan Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Kartu Identitas Anak

Paragraf [
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 15

(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
untuk dicatatkan biodatanya.

(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada
Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar
pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Scanned by CamScanner



Paanl 16

(1) Peneatatan — biodata - penduduk — WNI sebagaimana
dimaknud  dalam Pasal 15 aynl (1), harus memenuhi
avarat- avornd sebagal berilout
acdokumen atau buktl Peristiwa Kependudukan  dan

Perintiwn Penting; dan
. buleti pendidikan ternlchir,

(2) Pencatatan biodatn penduduk bagi WNI yang datang dari
luar negeri karenn pindah sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi syarat- syarat sebagai
berikut :

n. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
b.surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik
Indonesia,

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin
Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

a. Dokumen Perjalanan; dan
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap.

Pasal 17

(1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk; dan
b. petugas Instansi Pelaksana merekam data ke dalam
database kependudukan untuk mendapatkan NIK
melalui Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan.

(2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.

Pasal 18

(1) Pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar
negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) dilakukan dengan tata cara :

a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Biodata Penduduk WNI;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk; dan

c. petugas Instansi Pelaksana menandatangani formulir
biodata penduduk dan merekam ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(2) Kepala Instansi Pelaksana  menerbitkan dan
menandatangani  biodata penduduk setelah yang
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.
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Pasnl 10

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang
Asing  vang memiliki 1zin Tingpnl  Tetap  sebhagnimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk pencatatan
blodatanya harue memenuhi persyaratan sebagaimana
dimakaud dalam Pasnl 16 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pencatatan biodata Orang, Asing sebagnimana dimaksud
padn ayat (1), dilnkukan dengan tata cara

o, Orang Asing  yang  memiliki - [zin - Tinggal Terbatas
mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang
Asing Tinggal Terbnatay,

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi
dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing
Tinggal Tetap;

c. Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi
data penduduk; dan

d. Petugas Instansi Pelaksana menandatangani formulir
biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani biodata Orang Asing setelah yang
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), WNI yang
datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan
perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan
dokumen atau bukti perubahan biodata.

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi
Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan
verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data
ke dalam database kependudukan.

(4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk bagi Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
tata cara:

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir
Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi
dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan
Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata
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Orang Asing Tingaal Tetap,

Conatanal Pelnksnnn melakulkan verifiknsi dan validasi
data penduduk; dan

A petugns Instanst Pelaksann menandatangani formulir
perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam
Databane Kependudukan,

(6) Kepaln Instanai Pelnlennnn menerbitkan dan
menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasnl 21

Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang,
memiliki 1zin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki
lzin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar
wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi

Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali
ke Republik Indonesia,

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 22

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap wajib melaporkan susunan keluarga kepada Instansi
Pelaksana.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 23

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus
memenuhi persyaratan:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan
akta perceraian;

b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah
datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
pindah;

d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan

e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan
dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan
janji setia bagi Penduduk WNI yang semula
berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum tentang perubahan status
kewarganegaraan,
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() Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus
memenuhi perayaraian;

0. izin tinggal tetap,

b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan
akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
dan

¢ surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

(3) Penerbitan KK karenn perubahan data harus memenuhi
persyaratan:
n KK lama; dan
b, sural keterangan /bukti perubahan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting,

(4) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk
WNI harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang
rusak; dan
b. KTP-el.

(S) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk
Orang Asing harus memenubhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang
rusak;
b. kartu izin tinggal tetap; dan
c. KTP-el.

Pasal 24

Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilakukan

dengan tata cara :

a. Instansi Pelaksana melakukan perekaman data ke dalam
database kependudukan; dan

b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani KK.

Pasal 25

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib melapor kepada
Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan
KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata
cara:

a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan KK;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;

c. petugas Instansi Pelaksana menandatangani Formulir
Permohonan KK;

d. petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data
ke dalam database kependudukan.
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() Kepala Inatansl Pelnkannn menerbitkan dan
mennndatangan KK

Paragiaf 3
Penerhitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pnanl 206

(1) Penerbiton KT1el baru bagi  penduduk  WNI, harus

memenuhi ayarat-ayanrat sebapnd berikut;

a.telah berusin 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin
atau pernah kawin,

b, fotokopi KK;

c. Surat  Keterangan  Datang  dari Luar  Negeri  yang
diterbitkan oleh [nstansi Pelaksana bagi WNI yang
datang dari luar negeri karena pindah,

(2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin
atau pernah kawin;

b. fotokopi KK;

c. Dokumen Perjalanan; dan

d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti
KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal
Tetap berakhir.

Pasal 27

(1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi
Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin
tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan hilang dari kepolisian;

b. KTP-el yang rusak;
c. KK;
d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau

Dokumen Perjalanan; dan
e. kartu izin tinggal tetap.

(2

—_—

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk
WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
harus memenubhi persyaratan:

a. surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau UPT Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
daerah asal; dan

b. KK.

(3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang
datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik
Indonesia; dan
b. KK.
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() Penerbitan KTIel karena pindah datang bagi Penduduk
Orang Aning yang memiliki izin tinggal tetap  harus
memenuhi perayaratan surat keternngan pindah.

(5) Penerbitan KTP-el knrena perubahan data bagi Penduduk
WNI atau Penduduk Orang Asing yang  memiliki izin
tinggal tetap harus memenuhi perayaratan:
no KK,

b, KTP-el lnmn;

e kartu dzin tinggal tetap; dan

d. surat keternngan /bukti perubahan Kependudukan dan
Peristiwa Penting,

(6) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk
Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus
memenuhi persyaratan:

a. KK;

b. KTP-el lama;

c. Dokumen Perjalanan; dan
d. Kkartu izin tinggal tetap.

(7) Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Instansi
Pelaksana di luar domisili dapat dilakukan dengan
memenuhi persyaratan:

a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
b. KK.

Pasal 28

Penerbitan KTP-el bagi WNI di Instansi Pelaksana dilakukan

dengan tata cara:

a. petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data
ke dalam database kependudukan; dan

b. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.

Pasal 29

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib
melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) dan Pasal 27.

(2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KTP-el Orang
Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata
cara :

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi
dan menandatangani formulir permohonan KTP-el
Orang Asing;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;

c. petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan; dan

d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.

Pasal 30
KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya

seumur hidup, dan Orang Asing masa berlakunya
disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
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Pnanl 31

(1) Dalam KTP-el dimunt pna photo berwarna dari penduduk
vang bersangkutan, dengan ketentuan
a. penduduk yang lahir pada tahun ganiil, latar helakang
paa photo berwarna merah; atau
b penduduk yang lahir pada tahun penap, latar belakang
pas photo berwarna biru,

(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran
2 (dun) kali 3 (tign) cm dengan ketentuan 70 % (tujuh
puluh perseratus) tampak wajah dan dapat menggunakan
jilbab,

Pasal 32

(1) Blangko KTP-el memuat kode keamanan dan rekaman

elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan
publik,

(2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi biodata, pas photo, iris mata, dan sidik jari seluruh
Jari tangan penduduk yang bersangkutan.

(3) Rekaman sidik jari dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP-el diatur dengan

Peraturan Walikota sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku.

Paragraf 4
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Khusus

Pasal 33

(1) KTP-el khusus diberikan kepada petugas khusus yang
melakukan tugas keamanan negara.

(2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas petugas reserse dan petugas intelijen.

(3) KTP-el khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan
identitas petugas khusus selama menjalankan tugas
keamanan negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP-el Khusus diatur

dengan peraturan walikota sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku.
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Paraginfl 5
Kartu ldentitna Anak

Pannl 34

(1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI

yang berumur kurang dari 17 (tujuh helas) tahun dan
belum kawin,

(2) Penerbitan KIA sebagnimann dimaksud pada ayat (1), bagi
anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan
penerbitan kutipan nkta kelahiran.

(3) Penerbitan KIA dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KIA diatur dalam
Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 35

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan
penduduk WNI dalam Daerah dilakukan dengan
memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. dalam satu kelurahan atau yang disebut dengan nama
lain;

b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;

c. antar kecamatan dalam Daerah;

d. antar kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Barat;
dan

e. antar provinsi.

Pasal 36

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI
dengan Kklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2], untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. KK; dan

b. KTP-el.

(2) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk,
KTP-el yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh
Instansi Pelaksana tempat tujuan.
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Paanl 37

(1) Pendudule WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi
sebagnimann dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) melapor
kepada  Instansl  Pelaksann denpgan  memenuhi  syarat
sehagnimann dimakaud dalam Pasal 36,

(2) Pendafaran pendudulk WNI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tata carn sehagai berikut

A, petugas  Instansi Pelaksana  mencatat  dalam  Buku
Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

b. petugas Instansi Pelnksana melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;

¢. Kepala  Instansi  Pelaksana  menerbitkan  dan
menandatangani  Surat  Keterangan Pindah serta
menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke
daerah tujuan; dan

d. petugas Instansi Pelaksana mencatat dalam Buku
Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar untuk :
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga
dalam KK yang tidak pindah;
b. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru;
dan

c. perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 38

(1) Penduduk yang sudah berdomisili di Daerah lebih dari

satu tahun, wajib melaporkan pendaftarannya kepada
Instansi Pelaksana.

(2) Penduduk yang sudah tidak berdomisili di Daerah lebih

dari satu tahun, data kependudukannya akan
dinonaktifkan oleh Instansi Pelaksana.

(3) Penonaktifan data kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah ada Surat Keterangan dari
RT.

(4) Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan
melakukan klarifikasi kepada Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 39

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Daerah, dilakukan
dengan  memperhatikan  klasifikasi  perpindahan
penduduk.
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(2) Klasifikasi  perpindahan — Orang Asing  sebagnimana
dimaksud padn ayat (1), sebagnl berilt:
. dalam kotn,
hoke kotn atau kabupaten lain dalam pravinsl Sumatera
Barat; ntau

¢ ke kota atnu kabupaten lain di luar provinsi Sumatera
Barat,

Pasal 40

(1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :

a. KK;

b, KTP-el,

¢. Dokumen Perjalanan; dan
d. Kartu Izin Tinggal Tetap.

(2

—_—

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam Daerah, harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

b. Dokumen Perjalanan; dan

c. Kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 41
(1

—

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang
bermaksud pindah dengan Klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melapor
kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tata cara :

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir
Surat Keterangan Pindah Datang;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data;

c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang;

d.petugas Instansi Pelaksana merekam data dalam
database kependudukan; dan

e. petugas Instansi Pelaksana menyampaikan lembar
kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah
tempat tinggal asal.

(3

—

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf ¢, digunakan sebagai dasar :

a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK
yang tidak pindah;

b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan
alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas; atau

c. penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
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(1) atansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang
Orang Asing kepadn Camat dan Lurah,

Pnanl 42

(1) Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas atau
Orang Asing yang memilili 1zin - Tinggal Tetap yang
bermaksud — pindah  dengan  Klasifiknsi  sebagaimana
dimnksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf ¢,
melapor  kepada  Kepala  Instansi  Pelaksana  dengan
membawa  perayaratan  sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 40,

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tata cara :
a.Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir
Surat Keterangan Pindah Datang;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data;

c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada
Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang antar Negara

Pasal 43

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi

sebagai berikut:

a. penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-
turut;

b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di
Indonesia;

¢. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal
Terbatas; dan

d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin
Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 44

(1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. KK; dan
b. KTP-el.

(2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Paspor; dan
b. Dokumen Perjalanan.
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(3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 43 huruf ¢, harus
memenuhi syarnt-syarat sebapgai berilkut
o, Paspor; dan
b. 1zin Tinggal Terbataa,

(4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hurufl d,
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
0. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki izin

tinggal tetap; dan
b, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang
memiliki lzin Tinggal Terbatas.

Pasal 45

(1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, melapor
kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

(2) Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan
dengan tata cara :

a. petugas Instansi Pelaksana menerima Surat Pengantar
Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai
persyaratan;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;

c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri;

d. Petugas Instansi Pelaksana mencabut KTP-el penduduk
yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri;

e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK
penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana;
dan

f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu
keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana
melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang
tinggal.

Pasal 46

(1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf b, melapor kepada Instansi
Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :

a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data;

c. petugas Instansi Pelaksana merekam data dalam
database kependudukan.
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d. Kepaln Inatansi Pelaksana menerbitkan dan mennanda-
tangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negerd, KK
dan KT el; dan

() stansi Pelaksann melaporkan kedntangannya  kepada
Camat dan Lurah tempnt domisili,

Pannl 47

(1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 hurufl ¢, melapor  kepada
Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sehagaimana
dimaksud dalam Pagal 44 ayat (3).

(2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;

b. petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data;

C. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal;
dan

d. petugas Instansi Pelaksana merekam data dalam
database kependudukan.

(3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang
Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

Pasal 48

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang
berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor
kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
a. Dokumen Perjalanan;

b. surat keterangan tempat tinggal; dan
c. kartu izin tinggal tetap.

(2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir
Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;

b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data;

c. petugas Instansi Pelaksana merekam data dalam
database kependudukan,

d.Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing; dan

(3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang
Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
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Paanl 40

(1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagnimana
dimakaud  dalam Pasal 43 huraf d, melapor kepada
Instanai  Pelaksann  dengan  membawa  persyaratan
sehagnimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

(2) Pendaftaran — Orang Asing  di - Instansi  Pelaksana
sebagnimann dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
thto enra:

a. Orang Asing mengisi dan  menandatangani formulir
Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi data,;

c. Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP-el Orang
Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang
Asing yang akan pindah; dan

d.petugas Instansi Pelaksana merekam data dalam
database kependudukan.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 50

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
meliputi klasifikasi:

. penduduk korban bencana alam;

. penduduk korban bencana sosial;

orang terlantar; dan

. komunitas terpencil.

0.0 op

Pasal 51

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk
korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S0 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana
dengan menyediakan :

a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;

b. formulir pendataan; dan

c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data
kependudukan Instansi Pelaksana,

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan
menyediakan:

a. formulir pernyataan tidak memiliki  dokumen
kependudukan; dan
b. formulir pendataan.

(3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 52
(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk
korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. mendatangi penduduk di tempat penampungan
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b mengisikan formulic pendatann untuk ditandatangani
pendudulk;

e melalaakan verifiknai dan validasl;

Ao mencatat  dan merekam data penduduk  untuk
disnmpnikan ke Inatansi Pelakanna; dan

¢ membantu - proses  penerbitan - Surat - Keterangan
Pengpganti - Tanda  klentitns dan Surat Keterangan
Pencatatan Sipil,

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2), dilakukan dengan tata carn:

a, membuat data lokasi orang terlantar;

b. mendatangi orang terlantar;

c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani
penduduk;

d. melakukan verifikasi dan validasi,

e. mencatat dan merekam data penduduk untuk
disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan

f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang
Terlantar.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat
Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan
dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 53

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana
berdasarkan asas domisili.

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. bagi penduduk WNI;

b. bagi penduduk WNI yang baru lahir atau baru ditemukan
dan tidak diketahui asal usul atau keberadaan orang
tuanya;

c. bagi WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan

d. Orang Asing.

Pasal 54
(1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b,
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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A st keterangan kelahiran,

b bukn nikah/kutipan alta perkawinan atau bulkti lain
vang sah

. KK

o KTP el; dan

(2) Dalam hal  pelaporan kelahiran  tidak  disertai surat
lkelahivan — dari  dokter/hidan/penolong kelahiran  dan
kutipan — aktn nikah/akin perkawinan  orang  lua
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e,
pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan,

(3) Pencatatan kelahiran sebnpaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan  membuat  surat  pernyataan
tanggung  jawab mutlak atas kebenaran data dengan
diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau

b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan
atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam
KK menunjukan sebagai suami istri

(4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal
53 ayat (2) huruf ¢ wajib dilaporkan kepada Perwakilan
Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang
berwenang di negara setempat dengan memenuhi
persyaratan:

a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.

(5) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan
kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di
negara setempat;

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.

c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain
yang sah.

(6) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: .

a. surat kelahiran dari dokter/bidan/ penolong kelahiran;

b. Dokumen Perjalanan; dan

c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin
tinggal terbatas atau visa kunjungan.

(7) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dengan melampirkan
Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
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Baglon Kedun
Peneataton Perknwinan dnn Penecatatan
Pembatalan Perknwinan

Parapral |
Peneatntan Perknwinan

Mannl 55

(1) Pencatatan - perkawinan  Penduduk  WNI di Wilayah
Negara Kesntuan Republik Indonesia harus memenuhi
persyaratan:

a, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,

b. pas foto berwarna suami dan istri;

c. KK;

d. KTP-el; dan

e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan
akta kematian pasangannya; atau

f. bagi janda atau duda karena cerai hidup
melampirkan akta perceraian.

(2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi
persyaratan:

a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama atau penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. pas foto berwarna suami dan isteri;

Dokumen Perjalanan;

. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin

tinggal terbatas;

e. KK;

KTP-el; dan
- izin dari negara atau perwakilan negaranya.

oo

m o

(3) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan
Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi
yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi
persyaratan:

a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan
istri.

(4) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan
perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan
memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama atau penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan
istri.
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(1) Data - hasil - pencatatan KUAKee  atas peristiwa
perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana
untulk direkam ke dalam datnbase kependudukan,

(2) Data hasil peneatntan KUAKee sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan
kutipan akta perkawinan.

Pasnl 57

(1) Pencatatan  perkawinan  berdasarkan  penetapan
pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana,

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukkan
penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 58

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi
Pelaksana.

(2) Pencatatan  pembatalan perkawinan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a.salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum

tetap;
b. kutipan akta perkawinan;
c. KK; dan
d. KTP-el.,

(3) Pencatatan  pembatalan  perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
a.pasangan suami dan isteri yang perkawinannya
dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan
Perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2);

b.PPS pada Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta
Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat
Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf
b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat
pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan
mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk dicatat dan direkam ke dalam
database kependudukan.

Scanned by CamScanner



L.

Baginn Ketign
Penentatan Perceraian

Paragral |
Pencntntan Percerninn

Pasnl 59

(1) Pencatatan percerainn dilnkukan di Instansi Pelaksana
tempat terjndinya perceraian,

(2) Pencatatan  percerainn  di  wilayah  Nepara Kesatuan
Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta perkawinan;
c. KK;dan
d. KTP-el.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara :

a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi
Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi
Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan
pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

b. PPS pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register
Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta
Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian;

¢. kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada
huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan
isteri yang bercerai; dan

d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf
b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan
perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat
pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan
mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan.

Pasal 60

(1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan
KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan
penetapan Pengadilan Agama untuk direkam ke dalam
database kependudukan,

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan
kutipan akta perceraian.
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Paragrafl 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Panal 6

Pencatatan  pembatalan perceraian - harus  memenuhi

persvaratan:

A salinan putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai
lkekuatan hukum tetap,

b, kutipan akta percerninn;

¢, KK; dan

d. KTP-el,

Bagian Keempal
Pencatatan Kematinn

Pasal 62
(1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. surat kematian; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI
bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi
Orang Asing.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara :

a. pelapor mengisi dan menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi
Pelaksana;

b. pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta
Kematian, menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan
merekam ke dalam database kependudukan.

(4) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, yaitu:

a.surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah
atau yang disebut dengan nama lain;

b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang
yang tidak jelas identitasnya;

c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang
tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati
tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;

d.surat  pernyataan  kematian  dari maskapai
penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas
keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik
Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Baginn Kelimn
Peneatntann Penpanghkatan Analk,
Pengnkunn Annk dan Pengesnhan Anak

Parapral |
Peneatntan Penganghkatan Anak

Pannl 63

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada
Instansi Pelaksana,

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimakﬂur!
pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. salinan penetapan pengadilan;

b. kutipan akta kelahiran anak;

c. KK orang tua angkat; dan

d. KTP-el; atau

e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang
Asing,

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a.pemohon mengisi dan menyerahkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi

Pelaksana;
b. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam

database kependudukan; dan

c. PPS pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 64

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada
Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memenubhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis
yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan
pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu
kandung Orang Asing;

b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;
kutipan akta kelahiran anak;

KK ayah atau ibu;
KTP-el; atau
Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

el J =Nt
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(1) Peneatatan pelapotan  pengakuan  anak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilnkukan dengan tata carn
acpelapor menyernhkinn persyaratan  sebagaimana
dimadesud padn nynt (2), kepadan Instanai Pelnksana,

DPPS pada Instanst Pelakonnn meneatat dalam Repister
Akt Pengakunn Annk dan menerbitkan Kutipan Akta
Pengakuan Analk;

¢. PPS pada Instansi Pelaksann membunt eatatan pinggir
pada  Register  Akta  Kelahiran dan  Kutipan Akta
Kelahiran Anak; dan

d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf
b dan huruf ¢, merekam data penpgakuan anak ke dalam
database kependudukan,

Pasal 65
(1

Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada
Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. kutipan akta kelahiran;

b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya
peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum
kelahiran anak;

c¢. KK orang tua; dan

d. KTP-el.

(3

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a.pemohon menyerahkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. PPS pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register
Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta
Pengesahan Anak; dan

c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf

b, merekam data pengesahan anak ke dalam database
kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 66

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada

Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan
Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan
nama;
b. kutipan akta Catatan Sipil;
c. KK;
d. KTP-el; dan
e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
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(3) Pencatatan  pelaporan pertbahinn nama sebaganimang
dimaksud padin nyat (1), dilakukan dengan tata cara -
acpemohon  menyernhkon perayarnlan  sehapgaimnna

dimakeud padin nyat (2), kepada Instansi Pelaksana,
hoPPS padnc Instanal Pelnksana membuat catatan pinggir
padac repister wkin cntatan sipil dan  kutipan  akta
catatan wipil; dan
¢ Instanst Pelaksnnn sebapgnimana dimaksud puda huruf
b, merekam danta perubahan nama ke dalam database
kependudukan,

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganeparaan

Pasal 67

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
dari Warga Negara Asing menjadi WNI dilakukan pada
Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga
negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan
dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan
janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b.
kutipan akta Pencatatan Sipil;

b. KK;

c. KTP-el; dan

d. Dokumen Perjalanan.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
tata cara :

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir
Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;

b. PPS pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir
pada register akta catatan sipil dan kutipan akta
catatan sipil; dan

c. Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data
perubahan status kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, ke dalam database
kependudukan.

Pasal 68

(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling
lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah
satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi
Pelaksana.

(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan
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perundnng-undangan

(3 Anale sebagaimana  dimakaud  pada ayat (1), wajib
menpgembaliknn KTP-¢l dan menyerahkan KK seria Akta
Catatan Sipiluntule dinbah oleh Inatanal Pelaksana

(4) PP pada Inatanal Pelaksana membuat catatan pinggir
pada register akin catatan sipil dan kutipan akta catatan
sipil sertn mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak
tersebut dard KK,

—_—
- —
-
—

Pejabat padn ingtansi pelaksana merekam data perubahan
status kewarganegnrann sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dalam database kependudukan

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 69

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan
oleh PPS pada Instansi Pelaksana.

S

Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi perubahan jenis kelamin.

(3

—_—

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa
Penting lainnya;

b. Akta Pencatatan Sipil;

c. KK; dan

d. KTP-el.

(4)Pencatatan  peristiwa penting lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan
Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepada Instansi Pelaksana;

b. PPS pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan
validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan
mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting
lainnya pada database kependudukan; dan

c. PPS pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir
pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 70
(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri

dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
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(2) Penduduk sebagnimann dimaleaie pada ayat (1], ndalah
pendudule yang tdalk mampu knrena faktar umur, sakit kerns,
cnent fintk it caent menial,

(3) Ovang Inin sebnpaimann dimaksud pada ayat (1), adalah
keluarganyn atan orang yang diberi kunsn,

Pannl 71

Pelaporan pendudule yang tidak mampu sehagnimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1), dilnkukan dengan pengisian formulir
vang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh PPS pada
Instansi Pelaksana baik inisiatif PPS atau diminta oleh
penduduk,

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum
diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu
pada :

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan
akta pencatatan sipil; dan
b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah
diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa :

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan
akta pencatatan sipil; dan

b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
Pasal 73

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat (3), dilakukan oleh PPS dengan tata cara :

a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta
pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana
terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan
dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan
pencatatan sipil,

b. PPS membuat akta pencatatan sipil baru untuk
menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat
kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut
akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan

¢. PPS membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan
sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b,
mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta
pencatatan sipil.
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Paraprnl 2
Pencatntan Pembatalan Aktn Pencatatan Sipil

Pasnl 14

(1) Pencatatan Pembatnlan Akt Pencatatan Sipil dilakukan
oleh PPS padn Instansi Pelaksana,

(2)  Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan
hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan
Sipil,

b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
dan

¢. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan
perintah putusan pengadilan.

BAB VI
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh

Kepala Perangkat Daerah urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 17 Seri E.8), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku,
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Peraturan Daernh ind mulai berlnku pada tanggal diundangkan,

Agar setinp orang mengetnhuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannyn dalam Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang,

Ditetapkan di I’nrcglg Panjang

pada tanggal berer 2019

WALIKOTA PADMIG PANJANG,

LY AMRAN
Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal @3 [y 2019

SEKRETARIS DAERA ROTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 1|

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (12/135/2019).
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PENJELASAN
ATAY
PERATURAN DAERAIL KOTA PADANG PANJANG
NOMOR Tl TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAUAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 17
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN

Unmum *

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum
atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami
Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk
mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya
database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas
dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk
diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif
penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang
berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan
yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.
Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya
yang mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database
kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan
secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak
dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan
KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan

dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata
maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur
dalam Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Administrasi Kependudukan yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur
hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan
berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh
kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik

oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan
negara setiap 5 (lima) tahunnya.

II. ~ PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan
Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal ¢
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Cukup jelan

Pasal 5
Cukup jelan

Pasal 6
Cukup jelas

Yasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
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Pasal 29
Culaap jelna

Yanl 2h
Cukup jelns

Pasal 26
Cukup jelns

Pasal 27
Cukup jelas

Jasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

40 -
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Cukup jelns

Pasal 44
Culkup jelan

Pasal 45
Cukup jelns

Pasal 46
Culup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
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Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas
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